
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS KESEHATAN
JL. D. I. Panjaitan No. 40 KETAPANG Kode Pos 78851 Telp. (0534) 32253

E-mail : dinkes@ketapangkab.go.id  Website : https://dinkes.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 10/DINKES-A.100.3.3/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR
P/36/DINKES-A.100.3.3/VIII/2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa  untuk  menciptakan  ketertiban  penyelenggaraan
operasional  dan  administrasi,  meningkatkan  kualitas
serta kelancaran kegiatan pelayanan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Ketapang, perlu adanya Standar Operasional
Prosedur;

b. bahwa untuk  menjamin  percepatan  dan  konsistensi
operasional  dan  administrasi  pelayanan,  perlu
mengevaluasi dan menyempurnakan Standar Operasional
Prosedur; 

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Perubahan  Atas  Keputusan  Kepala  Dinas  Kesehatan
Nomor  P/36/DINKES-A.100.3.3/VIII/2023  Tentang
Standar  Operasional  Prosedur  Pelayanan  Pada  Dinas
Kesehatan Kabupaten Ketapang.

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang  Pembentukan Daerah Tingkat  II  di  Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9)  sebagai  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia   Nomor  4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor  262,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor  112,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5038);
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4. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan  Standar  Operasional  Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

7. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Standar  Operasional  Prosedur  di  lingkungan
Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2011
Nomor 25);

8. Peraturan  Bupati  Nomor  37  Tahun  2012  tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Kabupaten  Ketapang
(Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 123);

9. Peraturan  Bupati  Nomor  15  Tahun  2020  tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata  Kerja  Dinas  Kesehatan  (Berita  Daerah  Kabupaten
Ketapang Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah  Keputusan  Kepala  Dinas  Kesehatan  Nomor
P/36/DINKES-A.100.3.3/VIII/2023  Tentang  Standar
Operasional  Prosedur  Pelayanan  pada  Dinas  Kesehatan
Kabupaten Ketapang

KEDUA : Standar  Operasional  Prosedur  Pelayanan  sebagaimana
dimaksud  dalam  diktum  KESATU  meliputi  produk/jenis
pelayanan:
a. Sekretariat/Subbag Umum dan Kepegawaian

1. Usulan Kenaikan Pangkat
2. Usulan Pengangkatan Pertama Kali Jabatan Fungsional
3. Usulan  Kenaikan  Jenjang  Jabatan  Fungsional,  Alih

Kategori  Jabatan Fungsional  dan Perpindahan Jabatan
Fungsional

4. Usulan Peningkatan Pendidikan/Pencantuman Gelar
5. Pengajuan Cuti ASN
6. Pengajuan Pensiun Pegawai
7. Usulan Karis/Karsu
8. Usulan Kenaikan Gaji Berkala
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9. Usulan Tanda Kehormatan Satya Lencana Bagi ASN
10. Usulan Ujian Dinas ASN
11. Usulan Mutasi Pegawai
12. Kasus Perceraian PNS
13. Usulan Tunjangan Keluarga
14. Usulan Taspen
15. Usulan Pemberhentian Jabatan Fungsional
16. Pengaduan Masyarakat

b. Bidang Pelayanan Kesehatan
1. Surat Pengantar Izin Unit Transfusi Darah
2. Surat Rekomendasi Izin Operasional SPA
3. Surat Rekomendasi Izin Pengobatan Tradisional
4. Surat Rekomendasi Izin Operasional Tukang Gigi
5. Surat Pengantar Izin Hemodialisa
6. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum
7. Surat Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Umum
8. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit 

Khusus
9. Surat rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit 

Khusus
10. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Puskesmas
11. Surat Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas
12. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Klinik
13. Surat Rekomendasi Izin Operasional Klinik

c. Bidang Kesehatan Masyarakat
1. Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi

(SLHS)  Depot  Air  Minum  Isi  Ulang  dan  Rumah
Makan/Jasa Boga

d. Bidang Sumber Daya Kesehatan
Tim Kefarmasian
1. Penerbitan Sertifikat Standar Apotek
2. Penerbitan Sertifikat Standar Toko Obat
3. Validasi SPPIRT
Tim SDMK
4. Rekomendasi Tugas Belajar

KETIGA : Standar  Operasional  Prosedur  sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU wajib  dilaksanakan oleh Penyelenggara dan
Pelaksana  serta  digunakan  sebagai  acuan  dalam  penilaian
kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas
dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
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KEEMPAT : Surat  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam  penetapan  surat  keputusan  ini  akan  diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : 29 April 2024

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Ketapang Prov Kalbar,

     ${ttd}

dr. FERIA KOWIRA, M.M.
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 197305072002122005
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